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ABSTRAK 

Difla Azzahra.18110923.Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap 

Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi 

Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan 

PT Baja Agung).Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ)Jakarta.1443H/2022M. 

Perkara kepailitan berdasarkan akad syariah seharusnya menjadi 

kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa 

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara 

ekonomi syariah. Namun Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi 

absolut untuk mengadili perkara di bidang Kepailitan dan PKPU sesuai 

dengan Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU. Dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Medan mengabulkan prmohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia (BSI) 

atas nasabahnya yang wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah, yang 

kemudian berakhir dengan pailitnya PT Baja Agung dan Penjamin 

perseorangannya, Tuan Soeganda Koesuma. Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Medan berpendapat berhak menerima perkara tersebut 

dan memutus putusan Nomor  26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. 

walaupun dalam perkara tersebut melibatkan Bank Syariah dan didasari 

dengan akad Pembiayan Syariah Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah. 

Maka penulis memfokuskan pada dua permasalahan yaitu: Pertama, 

Bagaimana kompetensi Pengadilan Niaga terhadap kepailitan debitor 

berdasarkan wanprestasi Akad Pembiayan Syariah Line Facility (At-Tashilat 

As-Saqfiyyah)? Kedua, Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 

dalam Putusan perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan kasus, undang-undang, dan hukum Islam. Sumber data sekunder 

melalui penelusuran studi kepustakaan. Menggunakan Analisis deskriptif 

yang menggambarkan putusan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Pengadilan Niaga berwenang 

untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Kepailitan maupun 

PKPU yang didasarkan pada akad pembiayaan syariah Line Facility (At-

Tashilat As-Saqfiyyah) selama belum terbentuknya Pengadilan Khusus 

Niaga/kepailitan syariah pada Pengadilan Agama.2) Majelis Hakim tidak 

mempertimbangkan akad syariah yang menjadi dasar dari permohonan 

PKPU sehingga debitor atau para termohon berakhir pailit. 

Kata Kunci: kompetensi Pengadilan Niaga, akad syariah, pailit. 
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ABSTRACT 

Difla Azzahra.18110923.Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap 

Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi 

Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan 

PT Baja Agung).Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ)Jakarta.1443H/2022M.  

 Bankruptcy cases based on sharia contracts should be absolute 

competence for the Religious Courts, in accordance with Article 49 of Law 

no. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1986 concerning the 

Religious Courts which explains that the Religious Courts have absolute 

authority to adjudicate sharia economic cases. However, the Commercial 

Court also has absolute competence to adjudicate cases in the field of 

Bankruptcy and PKPU in accordance with Article 300 of Law Number 37 of 

2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In this case, the Commercial Court 

at the Medan District Court granted PT Bank Syariah Indonesia's (BSI) 

PKPU application for its customers who were in default in the sharia 

financing contract, which later ended in the bankruptcy of PT Baja Agung 

and its Personal Guarantee (PG), Mr. Soeganda Koesuma. The Commercial 

Court at the Medan District Court is of the opinion that it has the right to 

accept the case and decide on the decision Number 26 Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga Mdn. even though the case involved a Sharia Bank 

and was based on the Sharia Financing Line Facility (At-Tashilat As-

Saqfiyyah) contract. So the author focuses on two issues, namely: First, How 

is the competence of the Commercial Court towards debtor bankruptcy based 

on the default of the Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) Sharia 

Financing Contract? Second, How are the Legal Considerations of the Panel 

of Judges in the Decision of Case No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga 

Mdn? 

 

This research is a normative legal research with a case approach, law, and 

Islamic law. Secondary data sources through literature study searches. Using 

descriptive analysis that describes the decision to answer the problems 

posed. 

Conclusions from this study: 1) The Commercial Court has the authority to 

accept, examine, and decide on Bankruptcy and PKPU applications based on 

the Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) sharia financing contract as 

long as the Special Commercial Court / sharia bankruptcy has not been 

established in the Religious Courts. 2) The Panel of Judges does not consider 

the sharia contract which is the basis of the PKPU application so that the 

debtor or the defendants end up bankrupt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (selanjutnya disebut UU 

Peradilan Agama), yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan 

Agama untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ekonomi 

syariah. Penjelasan Pasal 50 UU Peradilan Agama menjabarkan 

bahwa lingkup ekonomi syariah tersebut adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.
1
  

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik pada dasarnya 

adalah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-

Qur‟an dan  sunnah, di antaranya adalah: prinsip keadilan (Al-

„Adalah), prinsip kebaikan (Al-Ihsan), prinsip pertanggungjawaban 

(Al-Mas‟uliyah), prinsip Al-Kifayah (sufficiency) yakni prinsip 

menyejahterakan masyarakat sehingga tidak ada kefakiran, prinsip 

keseimbangan atau prinsip wasathiyah (Al-I‟tidal, moderat, 

keseimbangan), prinsip kejujuran dan kebenaran (As-Shidiq), prinsip 

kemanfaatan (Al-Manfaat), prinsip tertulis (Al-Kitabah).

                                                             
1
 Lucky Dafira Nugroho, Ringkasan Disertasi: “Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah 

di Indonesia” (Jawa Timur: Universitas Airlangga, 2017), h. 1 
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Kewenangan baru peradilan agama sebagaimana ditentukan 

pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, dan terkait pula dengan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2013, tanggal 29 Agustus 

2013, menjadi semakin jelas, dan hal tersebut merupakan beban berat 

bagi peradilan agama, yang tidak ada pilihan lain kecuali harus 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2
  

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih 

diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (nonlitigation 

effort) dan jalur litigasi (litigation effort). Jalur nonlitigasi artinya 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga 

dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Adapun 

litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur 

pengadilan, maka jika para pihak dalam penyelesaiaannya ingin 

melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan 

Agama (UUPA) menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah 

menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. 

Opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah 

khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya 

menurut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan 

Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan 

                                                             
2
 Erna Widjajati, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan 

Syariah, Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 123. 
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Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 

Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya 

masih berlaku choice of forum atau choice of yuridiksi.
3
  

Dari beberapa penelitian terdahulu, sekitar tahun 2018 hingga 

2022  yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka, yakni penelitian 

milik Aulia, Fadlan, Tita, Sabah, dan Erna memiliki beberapa 

pembahasan yang sama. Dari kelima penelitian tersebut sama-sama 

membahas perkara kepailitan yang didasari oleh akad syariah, namun 

diadili dan diproses oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, 

bukan oleh Pengdailan Agama.  Semua penelitian terdahulu kecuali 

penelitian milik Tita mempertanyakan tentang badan peradilan mana 

yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk mengadili perkara 

kepailitan yang didasari akad syariah?. dalam hal ini yang dimaksud 

adalah Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama. Kemudian 

penulis menemukan kesamaan masalah antara penelitian dalam 

skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aulia. Aulia 

membahas tentang akad syariah berupa Pembiayaan Line Facility 

(At-Tashilat As-Saqfiyyah). Sedangkan dalam penelitian lain seperti 

pada penelitian milik Sabah, penulis menemukan bahwa Putusan 

dalam penelitian tersebut perkaranya mirip dengan putusan yang 

penulis akan teliti dalam skripsi ini. Pada Putusan Nomor 

24/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Smg dalam penelitian Sabah, 

Pertimbangan Hukum Majelis Hakimnya mempertimbangkan adanya 

kesyariahan akad yang mendasari terjadinya perkara kepailitan, 

namun dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN yang penulis 

                                                             
3
 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan 

dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 259-260 
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teliti, tidak terdapat pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang 

akad yang mendasari PKPU dan kepailitan dalam putusan tersebut.  

Pada perkara Kepailitan dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN terdapat pihak-pihak yang berperkara, yaitu:  

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yakni bank dengan 

tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. 

Adapun dasar hukum beroperasinya Lembaga perbankan di Indonesia 

secara umum adalah  Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan   Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor  7 tahun 1992 tentang perbankan, dan khusus untuk bank 

syariah diatur dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam Putusan 

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 26/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn telah menjadi pemohon Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitornya, PT Baja 

Agung, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan 

hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Medan sebagai 

termohon PKPU I, serta Tuan Soeganda Koesuma yang beralamat di 

kota Medan, Sumatera Utara, sebagai termohon PKPU II. 

Permohonan tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Medan.  

Terjadinya PKPU dan Pailit pada PT Baja Agung dan Tuan 

Soeganda Koesuma didasari dengan akad syariah berupa pembiayaan 

Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah),  yaitu salah satu fasilitas 
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plafon pembiayaan yang dimiliki PT Bank Syariah Indonesia Tbk 

(BSI) yang mana pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah 

tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan 

prinsip syariah. Ciri khas dari pembiayaan Line Facility adalah 

adanya pembiayaan yang diberikan bank/lembaga keuangan secara 

bertahap, sehingga pembiayaannya tidak sekaligus diberikan kepada 

nasabah. Dana diberikan secara bertahap sesuai dengan nilai objek 

jaminan yang dijaminkan oleh nasabah, atau tidak lebih dari nilai dari 

objek yang dijaminkan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 45/DSN-MUI/II/2005.
4
 

Pada perkara No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn 

yang penulis teliti ini, PT Baja Agung sebagai Nasabah dari PT Bank 

Syariah Indonesia tbk (BSI) meminjam dana secara bertahap kepada 

BSI dengan pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah). Di 

mana  jaminan yang digunakan nasabah sebagai jaminan adalah 

personal guarantee Tuan Soeganda selaku direktur PT. Baja Agung 

sehingga harta pribadi milik Tuan Soeganda Koesuma nantinya akan 

menjadi objek yang akan dicari dan  dimohonkan sita  apabila PT. 

Baja Agung tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank 

BSI.  

Kemudian PT Bank Syariah Indonesi Tbk (BSI) mengajukan 

permohonan PKPU atas PT Baja Agung ke Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Medan setelah PT Baja Agung selaku nasabah 

telah melewati jangka waktu yang telah disepakati untuk membayar 

utangnya (wanprestasi). Proses PKPU tersebut berakhir pailit. PT 

                                                             
4
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 45/DSN-

MUI/II/2005 
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Baja Agung dinyatakan Pailit, dan Tuan Soeganda Koesuma sebagai 

penjamin secara otomatis bertanggung jawab atas utang-utang yang 

dimiliki PT Baja Agung.  

Dengan adanya perkara pailit yang didasarkan atas akad 

ekonomi syariah Line Facility (At-Tashilat Assaqfiyyah) sengketa 

akad yang mana merupakan kewenangan Peradilan Agama namun 

kemudian justru diputus oleh Peradilan Umum melalui Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri medan sebagaimana Putusan No. 

26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN, penulis tertarik untuk mengangkat 

pembahasan mengenai perkara dalam putusan tersebut ke dalam 

penelitian ini.  

B. Identifikasi Masalah  

Dari pemaparan latar belakang yang telah penulis paparkan, 

terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:  

a. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Putusan Mahkamah 

Konstitusi   Nomor 93/PUU-X/2013, tanggal 29 Agustus 2013 

sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan 

agama, bukan peradilan umum; 

b. Latar belakang akademik dan atau   pelatihan-pelatihan yang 

dipersyaratkan kepada hakim di lingkungan peradilan agama 

berbeda dengan Latar belakang akademik dan atau   pelatihan-
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pelatihan yang dipersyaratkan kepada hakim di lingkungan 

peradilan umum sehingga menimbulkan perbedaan kompetensi 

dan kualifikasi latar belakang keilmuan hakim di kedua 

lingkungan peradilan tersebut; 

c. Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili perkara Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak atau 

belum ada di lingkungan Peradilan Agama atau pada Pengadilan 

Agama.  

d. Akad yang digunakan dalam Permohonan PKPU PT Bank 

Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah akad pembiayaan Line 

Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) sehingga Pertimbangan 

putusan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri 

sebagaimana dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN 

Niaga Mdn mengabaikan pembahasan sengketa akad syariah 

yang harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dijelaskan di 

atas. Penulis membatasi masalah dan berfokus pada pembahasan: 

1. Kompetensi Pengadilan tentang kepailitan dalam Akad 

Pembiayan Syariah Line Facility (At-Taslihat As-Saqfiyah). 

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 

26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Karena hakim 

Pengadilan Niaga tidak memiliki kompetensi di bidang ekonomi 

syariah maka isu akad syariah tidak dipertimbangkan atau 

diabaikan dalam putusan hakim pengadilan negeri tersebut. 
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D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini dirinci dalam pertanyaan 

berikut: 

1. Bagaimana kompetensi Pengadilan Niaga tentang kepailitan 

dalam Akad Pembiayan Syariah Line Facility (At-Taslihat As-

Saqfiyah)? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan 

No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?   

E. Tujuan Penelitian  

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di 

atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan serta 

mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Yang 

mana tujuan-tujuannya ialah:  

1. Mendeskripsikan kompetensi Pengadilan Niaga  tentang 

kepailitan berdasarkan akad pembiayaan syariah Line Facility 

(At-Taslihat As-Saqfiyah). 

2. Menjelaskan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 

dari Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum 

ekonomi syariah. 

b. Dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi serta 

sebagai bahan rujukan ilmiah dalam proses belajar mengajar 

di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-
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Qur‟an (IIQ) Jakarta, dan umumnya bagi seluruh akademisi, 

sarjana hukum, dan praktisi hukum lainnya di Indonesia.  

2. Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik 

oleh Lembaga Keungan Syariah (LKS) maupun masyarakat umum.  

3. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat 

bagi penulis untuk meraih gelar sarjana hukum dalam pendidikan di 

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam, Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta.  

G. Kajian Pustaka 

Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan 

dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Nama dan Identitas Penelitian : Aulia Karimatul Afifah, 

“Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Pada Pembiayaan 

Line Facility”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas 

Syariah dan Hukum, Universitan Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidatullah, Jakarta, 2019. 

Metode Penelitian : Jenis penelitian Hukum Normatif dengan 

teknik pengumpulan data Studi kepustakaan. 

Hasil Penelitian : Analisis Pertimbangan Hakim pada Tiga 

Putusan Pengadilan Terkait Penyelesaian Sengketa Pembiayaan 

Line Facility. (1) Menurut peneliti untuk putusan nomor 

No.08/Pdt.PLW/2014/ PN BB kurang sesuai dengan peraturan 
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yang ada, dikarenakan perkara ini merupakan perkara ekonomi 

syariah yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama, 

sebagaimana UU No.3 Tahun 2006 Pasal 49 dan Keputusan MK 

No.93 PPU-X/2012, yang pada pokoknya menyatakan 

mengembalikan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama. 

(2) Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 354K/Pdt.Sus-Pailit 2014 menurut peneliti sudahlah 

sesuai dengan peraturan yang ada, karena kreditor memiliki lebih 

dari dua debitor, yang mana kreditor sendiri tidak mampu untuk 

memenuhi kewajibannya sehingga dapat dinyatakan orang yang 

pailit, sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. 

(3) Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 

79/PDT/2018/PT DKI, menurut peneliti sudah sesuai dcngan 

peraturan yang ada, karena perkara ini merupakan perkara 

ekonomi syariah, jadi sudah sepatutnya para hakim menyatakan 

bahwa perkara ini tidak dapat diterima/cacat formil. 

Persamaan dan Perbedaan :  

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kewenangan atau 

kompetensi dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama dalam 

menangangi kasus kepailitan berdasarkan akad syariah.  

Perbedannya dalam penelitan terdahulu mengakhiri analisisnya 

dengan menyatakan bahwa perkara yang diteliti seharusnya 

ditangani oleh Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Niaga sebab 

perkara tersebut merupakan perkara ekonomi syariah. Dan 

putusan hakim dianggap cacat formil sebab tidak menyebutkan 

atau mempertimbangkan syariahnya akad yang menjadi dasar dari 
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perkara kepailitan tersbut.  Hal tersbut bersebrangan dengan 

penulis. Dalam penelitian pada skripsi ini penulis mengakhiri 

analisis dengan kesimpulan bahwa perkara kepailitan yang 

berdasarkan akad syariah menjadi wewenang dari Pengadilan 

Niaga, selama belum ada pengadilan khusus pada Pengadilan 

Agama tentang kepailitan dan PKPU. Karena perkara Kepailitan 

dan PKPU bukan merupakan sengketa Ekonomi Syariah, sebab 

dalam persyaratan pengajuan perkara Kepailitan dan PKPU dalam 

UUK-PKPU tidak memperhatikan akad perjanjian apa yang 

digunakan oleh Kreditor dan Debitor, melainkan apabila Kreditor 

tersebut menganggap Debitor sudah tidak mampu lagi membayar 

utangnya tersebut seperti yang sudah tercantum dalam UUK-

PKPU sehingga kepailitan dan PKPU bukan termasuk dari 

kompetensi absolut Pengadilan Agama.  

2. Nama dan Identitas Penelitian : Muhammad Fadhlan Aldi, 

“Kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri dalam 

Penyelesaian Perkara Kepailitan Lembaga Bisnis Syariah (Studi 

Kasus Putusan Mahkamah Agung: 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”, 

Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2022.  

Metode Penelitian : Jenis Penelitian Kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data studi pustaka dan metode analisis deskriptif. 

Hasil Penelitian : Pertimbangan hukum majelis hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, 

sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Pengadilan Niaga di 

bawah lingkup Peradilan Umum berwenang melakukan 
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penyelesaian perkara kepailitan syariah karena belum adanya 

aturan khusus yang mengatur mengenai kewenangan absolut 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kepailitan 

Asuransi Syariah dan belum termuat dalam Perma No 14 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 

Kewenangan Pengadilan Niaga 53 dalam penyelesaian perkara 

Kepailitan syariah bukan menjadi kewenangan absolut dari 

Pengadilan Niaga karena pengadilan niaga hanya mengisi 

kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan syariah 

belum diatur secara khusus dalam Undang Undang No 50 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung 

No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah 

Persamaan dan Perbedaan : 

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kewenangan atau 

kompetensi dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama dalam 

menangangi kasus kepailitan berdasarkan akad syariah. Juga 

membahas belum adanya pengadilan khusus pada Pengadilan 

Agama sehingga perkara-perkara Kepailitan dan PKPU masih 

ditangani oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. 

Perbedannya, Perkara yang diteliti pada penelitian terdahulu 

merupakan perkara kepailitan yang terjadi pada suransi syariah, 

sedangkan perkara yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah 

perkara PKPU yang berakhir kepailitan pada Bank Syariah, 

spesifiknya perkara antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) 

dengan Nadabahnya, PT Baja agung dan Tuan Soeganda 

Koesuma.  
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3. Nama dan Identitas Penelitian : Tita Novitasari, “Kajian 

Yuridis Atas Putusan Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah di 

Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1016K/Pdt.Sus-

Pailit/2016)”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas 

Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.  

Metode Penelitian : Deskriptif Analitis 

Hasil Penelitian : Terhadap perusahaan asuransi, khususnya 

asuransi syariah, yang dicabut izin usahanya tidak selalu harus 

dilakukan tindakan likuidasi. Meskipun berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, setelah pencabutan izin usaha, tindakan 

yang paling tepat ialah likuidasi, namun tindakan kepailitan juga 

dapat dilakukan. Karena itu, putusan tata usaha negara tentang 

pencabutan izin usaha ASM tidak menghalangi proses 

persidangan kepailitan ASM. Meskipun masih terdapat 

perdebatan di kalangan para ahli, namun terdapat dua 

yurisprudensi, yakni Putusan Nomor 703 K/Pdt Sus/2012 dan 

Putusan Nomor 13/Pdt.Sus/Pailit/2014PN.NiagaJkt.Pst yang 

berisikan bahwa tidak ada nebis in idem dalam rezim kepailitan. 

Perkara  Kepailitan ASM yang bersinggungan dengan asas nebis 

in idem ini dinyatakan masih sesuai dengam peraturan perundang-

undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara 

kepailitan tidak ada azas nebis in idem. Pembuktian terhadap 

jumlah utang perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan secara 

sederhana. Klaim asuransi syariah juga merupakan utang yang 

harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah berdasarkam 

prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Asuransi 

syariah sudah dapat dinyatakan pailit secara prinsip syariah, sebab 

taflis dalam prinsip syarah ialah ketika utang atau kewajiban 



14 
 

 
 

sudah melebihi harta yang dimiliki. Tingkat solvabilitas ASM 

sendiri hanya mencapai 61% yang scharunya 120%, sehingga 

ASM tidak mampu membayar utangnya karena jumlah utangnya 

sudah Iebih banyak dari jumlah dana atau harta yang dimilikinya. 

Pemenuhan klaim asuransi syariah dibayar dari dana tabarru'. 

Ketika dana tabarru' defisit maka pemenuhannya dibayarkan dari 

dana perusahaan dengan akad qard. 

Persamaan dan Perbedaan :  

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perkara kepailitan 

dengan dasar akad syariah yang permohonan perkaranya diajukan 

kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, yang 

kemudian permohonan tersebut diterima, diadili, dan diputuskan 

oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.  

Perbedannya adalah, Peneletian terdahulu tidak 

mempermasalahkan apakahkepailitan yang berdasarkan akad 

syariah tersebut merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan 

Niaga atau Pengadilan Agama.  

4. Nama dan Identitas Penelitian : Sabah Erdiansyah, “Analisis 

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Tentang Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Syariah dan 

Implikasinya Terhadap Kompetensi Badan Peradilan Indonesia 

(Studi Putusan PN Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN 

Smg), Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,  

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022. 

Metode Penelitian : Jenis penelitian hukum normatif dengan 

teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumen, dan 

analisis data kulaitatif. 
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Hasil Penelitian : Implikasi Putusan PN Semarang Nomor 

24/Pdt.Sus-PKPU/2018 PN SMG Terhadap Kompetensi Badan 

Peradilan di Indonesia adalah: a. Pengadilan Niaga berwenang 

untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan 

dan PKPU karena perkara tersebut membutuhkan pembuktian 

cepat agar tidak merugikan pihak kreditor maupun debitor, 

Pengadilan Niaga dibentuk untuk mengatasi masalah tersebut dan 

bersifat Peradilan Cepat; b. Pengadilan Niaga memiliki 

kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus 

perkara Kepailitan dan PKPU dengan dasar hukum Undang-

undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta 

berdasar pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dimana Pengadilan Niaga merupakan 91 Pengadilan 

Khusus di bawah Peradilan Umum tanpa UU Khusus seperti 

badan Peradilan Khusus lainnya. c. Pengadilan Agama tidak 

berwenang mengadili perkara Kepailitan dan PKPU karena tidak 

ada dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menerima, 

memeriksa, dan mengadili perkara Kepailitan dan PKPU 

walaupun perkara tersebut memiliki akad syariah. 

Persamaan dan Perbedaan :  

Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kewenangan atau 

kompetensi dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Agama dalam 

menangangi kasus kepailitan berdasarkan akad syariah. Serta 

perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah bukan 

menjadi kompetensi bagi Pengadilan Agama karena tidak ada 

dasar hukum yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama 
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memiliki kompetensi untuk menangani perkara kepailitan dan 

PKPU. 

Perbedaannya adalah di dalam Putusan perkara yang diteliti 

dalam penelitian terdahulu, pada petimbangan hukum hakimnya, 

majelis hakim mempertimbangkan perihal akad yang mendasari 

terjadinya PKPU dan Kepailitan merupakan akad syariah. Namun 

dalam putusan yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini, pada 

pertimbangan hukum hakimnya tidak atda yang menyebutkan dan 

mencantumkan perihal akad yang mendasari terjadinya perkara 

merupakan akad syariah.  

5. Nama dan Identitas Penelitian Erna Widjajati, “Penyelesaian 

Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah”, Jurnal, 

Vol. XV, No.1, Januari, Fakultas Hukum, Universitas 

Krisnadwipayana, Jakarta. 

Hasil Penelitian Pengadilan niaga tidak berwenang dalam 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepailitan 

antara pihak-pihak yang tunduk pada hukum perbankan syariah. 

Pada prinsipnya perkara kepailitan dengan unsur sengketa 

ekonomi syariah, termasuk perkara kepailitan dengan unsur 

sengketa perbankan syariah, demi hukum telah menjadi 

kewenangan (absolut) yang diberikan undang-undang kepada 

pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan dalam UUPA No.3 

Tahun 2006 terkait kewenangan pengadilan agama untuk 

memeriksa perkara di bidang ekonomi syariah serta Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung 

dalam PERMA No. 2 Tahun 2008. Majelis Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Niaga mengenai Perkara Kepailitan No. 7/Pailit/2011/ 

PN.NIAGAJKI.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
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Jakarta Pusat tidak memuat dan mempertimbangkan ketentuan 

hukum acara khusus yang menjadi kewenangan absolut, yaitu 

ketentuan hukum acara dalam UU Peradilan Agama No.3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, serta tidak memuat ketentuan hukum acara yang 

memberikan kewenangan kepada pengadilan agama. Majelis 

Hakim di tingkat kasasi dalam Perkara Kasasi No. 346 K/PDT. 

SUS/2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah 

menguatkan Putusan Pengadilan Niaga. Hakim Kasasi dalam 

Perkara Kasasi No. 346 tidaklah tepat dan tidak pertimbangan 

hukum sebagai judex jurist. Dalam pertimbangan hukumnya 

Majelis Hakim Agung seharusnya berdasarkan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dari PERMA yang merupakan buku pedoman 

atau panduan bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi 

syariah. 

Persamaan dan Perbedaan :  

Persamaan antara peneletian terdahulu dengan penelitian dalam 

skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai perkara 

kepailitan dengan unsur sengketa ekonomi syariah, dan 

mempertanyakan kewenangan (absolut) yang diberikan undang-

undang kepada pengadilan agama. Dan Pengadilan Niaga.  Juga 

membahas tentang Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan 

Niaga mengenai Perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri tidak memuat dan mempertimbangkan ketentuan hukum 

acara khusus yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan 

Agama.  
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Perbedaannya dalam jurnal tersebut tidak dikatakan bahwa 

PKPU dan Kepailitan bukanlah sengketa ekonomi syariah 

sehingga tidak dapat dianggap sebagai kewenangan dari 

Pengadilan Agama untuk menerima, mengadili, dan meutuskan 

perkara kepailitan dan PKPU.   

6. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian 

serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, 

sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi:   

BAB I   : PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini berisi mengenai teori umum dari 

pembahasan yang dibahas, seperti: 

kompetensi Pengadilan  Niaga dan 

Pengadilan Agama, Kepailitan, Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

Kualifikasi Hakim Pengadilan Niaga dan 

Agama, Akad Syariah Kepailtan Prespektif 

Hukum Islam, Line Facility, Profil PT  Bank 

Syariah Indonesia Tbk (BSI),  Profil PT Baja 

Agung, dan kerangka teori.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  
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Pada Bab ini menjelaskan tentang metode 

penelitian yang digunakan, seperti: 

pendekatan peneleitian apa yang digunakan, 

kemudian tipe dan jenis penelitian, data dan 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik menganalisis data, dan teknik 

penulisan 

BAB IV : ANALISIS  

Bab ini menjelaskan Kompetensi Pengadilan 

Niaga Terhadap Kepailitan Debitor 

Berdasarkan Pembiayaan Line Facility (At-

Tashilat As-Saqfiyyah) Pada PT Bank 

Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan hasil 

analisis dari Pertimbangan Putusan Hakim 

dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga Mdn. 

BAB V  : PENUTUP 

     Memuat Kesimpulan dan Saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 

  



 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas Penulis dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengadilan Niaga memiliki kompetensi untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus permohonan Kepailitan maupun PKPU 

yang didasarkan pada akad pembiayaan syariah Line Facility (At-

Tashilat As-Saqfiyyah) selama belum terbentuknya Pengadilan 

Khusus Niaga/kepailitan syariah pada Pengadilan Agama.  

Kompetensi Pengadilan Niaga tersebut adalah mutlak demi 

terciptanya kepastian hukum sehingga tidak akan menimbulkan 

ketidakjelasan tentang pengadilan mana yang berwenang 

mengadili perkara kepailitan. Hal ini sesuai dengan teori  

Radbruch bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk 

menghilangkan ketidakpastian. 

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 26 Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga Mdn, dalam pertimbangan hukumnya 

tidak mempertimbangkan akad pembiayaan syariah Line Facility 

(At-Tashilat As-Saqfiyyah) yang menjadi dasar permohonan 

PKPU sehingga debitor atau para termohon berakhir pailit.  

Adanya pengabaian pembahasan permasalahan dalam akad 

ekonomi syariah tersebut, terlepas bahwa hanya pengadilan niaga 

yang berwenang mengadili kepailitan,  terjadi  karena hakim 

pengadilan niaga pada negeri tidak memiliki kompetensi di 
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bidang ilmu kesyariahan dan akibatnya menimbulkan 

ketidakadilan dalam perspektif hukum syariah yakni  

perlindungan hukum atas keyakinan dalam bermuamalah berikut 

penyelesaian sengketa muamalahnya.   Bahwa keadaan ketidak 

adilan tersebut berdasarkan  teori Assyatibi yang menyatakan 

bahwa maqashid syariah adalah untuk hifzu din dan mal menurut 

prinsip syariah.  

B. Saran 

Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah 

di Indonesia, dan meningkatnya transaksi pada perbankan syariah, 

maka penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat agar segera membentuk Pengadilan Khusus 

Kepailitan Syariah di lingkungan peradilan agama atau pada 

pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka (8), dan 

Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.   
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